
BI'PATI TAIIAII IAUT
PROVIXAI TALIf,AXTAIS ATLATAI|

PERATT'RAIT BI'PATI TAITAIT LIITIT
IlouoR tA9 TAIltn{ 2ol5

TEIITAIIG

STASI'AR OPENASIOI|TL PROSEI'T'R
PDI|II"AIAIT I'OXI'UEIf T(A ATI'AL

DEI|GAIT RIffTAT TT'HAI{ YAI|G XAIIA ESA

Menimbang : a.
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b.

BT'PATI TATIII LAUf,

bahwa dalam rangka meningkatkan elisiensi dan
efektivitas kinerja pelayanan penilaian dokumen KA
AMDAL, perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupa.ti Tanah Laut tentang penilaian dokumen KA
AMDAL;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentatrg
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah [aut, Daera]r
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 27 56) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Talttulrl 1959 (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor f82O)
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l-embaran Negara
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